UKUMAN MATI s

- Oleh : Prof. DrAchmad Ali, SH M.H *

E PROLOG

- Narkoba di Indonesia menurut
penufls bukan lagi bahaya biasa, tetapi
sudah merupakan malapetaka luar
biasa bagi anak bangsa kita, dan tidak
sekadar menghancurkan atau mem-
burnuh sékeibmpok manusia, malahan
menghancurkan satu generasi bangsa
ini. Dan lebihtepatnya lagi jika penulis
harus mengatakan bahwa narkoba,
sama dengan "kejahatan serius yang
tidak biasa" lainnya, juga seyogianya
mendapat pengaturan dan penindakan
secara luar biasa juga , yang sering
dinamakan "extra ordinary crimes”.
Dan oleh karena itu pula, juga harus
ditindaki secara luar biasa pula.

Dewasa ini, di ketentuan Hukum
Positifkita, termasuk Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
1997 tentang narkotika, memung-
kinkandijatuhinya pengedar narkoba
dengan hukuman mati. Ketentuan itu
sudah sangat tepat, karena memang
sangat dibutuhkan hukuman mati bagi
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masyarakai yang mengalami keter-
purukan hukum seperti kita ini.
Sedangkan ada ancaman hukuman
mati, sudah begini mudah orang
mengedarkan dan melakukan penya-
lahgunaan Narkoba dan kejahatan
serius lagi, apalagi andaikata ke-
inginan kalangan yang anti hukuman
mati yang dikabulkan, yaitu meng-
hapuskan hukuman mati. Sungguh
penulis tidak mampu membayanglkan
betapa ngerinya kondisi yang bakal
melanda bangsa yang sekarang saja
sudah amburadul ini. Hukuman mati
jelas dibutuhkan unfuk para penjahat
kelas kakap,tetapi bukan sekadar
mengancamkan dalam undang-
undang, melainkan benar-benar di
dalam realitasnya menjadi vonis
hakim dan dicksekusi benar-benar.

Penulis ingin mengutip sebuah
kalimat yang sangat terkenal dari
filosof besar Immanual Kant ( "The
Science of Right, 1790™), bunyinya :
"If you slander another, you slander
yourself; if you steal from another,
you steal from yourself; if you strike
another, you strike yourself; if you kill




. ...az:}bther, youkill yourself” (Jika Anda
memfitnah orang lain, Anda mem-

fitnah diri Anda sendiri; Jika Anda -~
‘mencuri dari seseorang, Anda men- ..
‘ol curi i dari diri. Anda sendiri; J 1ka Anda'i- fd
‘menyerang seseorang, Andamenye-. .

rang diri Anda sendiri; dan jika Anda
membunuh seseorang, Anda telah

o -_:._membunuh dm__Anda sendxr;)

”.oieh Immanual Kant untuk mene-
gas_l«;_an _d_uk_uncrannya_ terhadap "hu-
‘kuman mati" bagi pelaku kejahatan
serius ("heinous") , baik yang memang
secara’ nyata telah menghliangkan
“nyawa Sesamanya manusia, ,TNaupun
iyang dapat dianggap telah’ meng-
: h_:i_angka_n_se}umlah nyawa manusia
“meskipun secara tidak langsung, yang
“menurut penulis sendiri, termasuk di
- daiamnya perxlaku kompsx

_ Pembunuhan berencana ("mm-
der") saJa yang korbannya hanya satu-
' dua orang, harus dgatuh: hukuman
mat1 apaiag1 para penoedm nalkoiaa
' yang membunuhi secara berencana
jutaan manusia yang ter peranckap ke
dalam jeratan narkoba y yang mereka
‘edarkan, dengan berbagai cara. Satu-
satunrya sanksi pidana yang paling
layak bagi pengedar narkoba adalah
hukuman mati, baik berdasarkan Pasal
10-KUH.Pidana maupun Pasal 80,
Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 22
‘Tahun 1997 tentang Narkotika. -

dlil atas dikemukakan :

Dikaitkan dengan kutipaﬁ t.er—

sebut di atas, maka jika seorang
-'jpengedar narkoba d1gan_]ar oleh

pengadllan dengan hukuman man
maka sebenarnya dirinya spndnf_: yang

. menginginkan dan mengganjar dirinya

dengan vonis mati itu, sebab "if you

- kill another, you kill yours_elf‘._ L

. 'Yang sangat patut diberi hé‘ﬁﬁgan

: _;empol salut adalahpara] hakim di Pe-

ngadilan Tangerang, yang memzhkl
sensitivitas yang sangat tinggi se-
hingga menjatuhkan vonis mati bagi
sejumlah terdakwa pengedar narkoba.
Tetapi disayangkan, akibat meka-
nisme dan prosedur hukum kita sendm,
menyebabkan banyak para terpidana
mati.yang masih bergabung dalam
barzsan "death row" (antrean me-
nunggu kematian). Antara lain dise-
babkan tidak adanya keberaman
untuk meiakukan terobosan dari _pihak
Mahk_amah Agung R.{untuk menge-
luarkan fatwa, misalnya bahwa
terpidén__a mati yang sudah ditolak
grasinya oleh Presiden, tidak boleh fagi
mengajukan Peninjauan Kembali
(PK), apalagi sampai berulang.
Mungkin pihak Mahkamah Agung
perlumembaca "Eklesia 8:11" yang
memuat perkataan Raja Salomon:
"Karena hukuman terhadap perilaku
buruk tidak dieksekusi secara cepat,
maka inilah yang mengakibatkan hati
anak manusia terbentuk untuk terus
melakukan kejahatan", T




IL"MELAWAN ARGUMEN-

CUTAST KA’{}M "ABOLI-

TUSIONISY (PENENTANG_

. HUKUMAN MATI)

Yang paiing mengganggu upaya _

pemberantasan kejahatan-kejahatan
serius (“hemous") seperti korupsi
kc—:iap kakap", terorisme, pelanggar

"HAM" (Hak Asasi Manusia) Berat,-

Pembunuhan Berencana yang Keji.
termasuk pengedar narkoba adalah
aktivitas kampanye "anti hukuman
mati” dari kaum "abolisionis” (penen-
tang hukuman mati), atas nama
"HAM" atau atas nama "konstitusi”
dan jugadengan argumentasi-argu-
mentasi lain. |

Memang akhir-akhir ini kembali
mezrebak pro-kontra hukuman matidi
Indonesia. Sebenarnya wacana pro-
kontra tentang hukuman mati itu
sudah berlangsung berabad-abad,
tetapi hangatnya pembahasan tentang
pro-kontra hukuman mati terakhir ini,
dipicu oleh instruksi Presiden Mega-
wati untuk mengeksekusi terpidana
mati yang sudah ditolak grasinya,
sehinggabisa saja serangan terhadap
"hukuma mati", diidentikkan oleh
"lawan-lawan politik" Megawati
sebagai juga serangan terhadap
kebijakan Megawati.

Thomas R. Eddlem (dalam ar-
tikelnya berjudul ; "Ten Anti-Death
Penalty Fallacies") menuliskan bahwa

gu:'gata'n 'm'enenténg' hukuman- mati_
bersandar pada mitos, mis- mformasx'g'
dan emosxonahsme yang, salah :
penempatan” Dalam amkel yancr’
sama, Thomas R. Tddlem j jlga e
nuliskan bahwa serangan-serangan”
yang diperbaharui terhadap iml\u_ina_m: i
mati kembali muncul di saat berlaﬁéé_'
sungnya s;dang peradilan terhadap
kaki tangan pengeboman Menara "
Kembar yang didalowakan ter hadap
Zacharias Moussaoui. Para pejabat
federal Amerika Serikat telah men-
dakwa Moussaoui dengan enam
kejahatan, empat di antaranya po-
tensial mengancamkan hukuman mati. -
Amnesti Internasional juga telah
menerbitkan suatu "urgent action
alert” untuk mengimbau dunia agar
mengutuk "hukuman yang ketinggalan
zaman" di Amerika Serikat ini. Dalam
waktu yang bersamaan, ratusan
artikel dan puluhan buku terbit yang
isinya mendulkung hukuman mati, dan
bermaksud untuk meninjau beberapa
dari mis-informasi dan penalaran
keliru dari kaum "abolisionis" (pe-
nentang hukuman mati). Di antaranya
adalah buku karya David Anderson
berjudul : The Death Penalty : A De-
fence”. Artikel-artikel yang men-
dukung hukuman mati selain karya
‘Thomas R .Eddlem , juga di antaranya
artikel dari Evan Gahr berjudul " Time
for To Execute a Murderder”,
("Saatnya untuk mengeksekusi sang




pembunuh") artlkel Kkarya Robert W, .

'Lee__' er;udul ”Deservmg to, Dle

.("Yang pantas untuk mati' ") dan lain

lain. Belum lagi bLﬂ{u~bukudanmhsan-

tulisan pakar Hukum Islam, yangtenm _'
saja mendukung hukuman mati_

, sebagai permtahAl lah
SWT untuk kqahatan»kq ahatan berat

-(24:2) surah_'Ai Fur qan (25 68):

“Surah Al Maidah (5 44,45 dan 47);.

demlklan juga segumiah hadls Ra-
su] uliah SAW)

Penulls sendm berpendapat.

bahwa ‘hukuman mati sangat dibu-
tuhkan, khusﬁsnya di Indonesia, tetapi
harus dit_erapkan secara spestfik dan
selektif, v '

Apa yang penuhs maksudkan
bflhwa penulis menyetujui hukuman

mati ‘asalkan diterapkan secara

spesifik, artinya hukuman mati hanya
diterapkan untuk kejahatan-kejahatan
seriuis (“heinous™y mencakupi : korupsi,
pengedar narkoba, teroris, pelanggar
HAM Berat dan Pembunuhan Beren-
cana. Dan yang penulis maksudkan
bahwa penulis menyetujui hukuman
mati asalk'm diterapkan secara
selektif antara lain adalah bahwa
terpidana yang dijatubi hukuman mati
haruis yang benar-benar telah terbukti
secara sangat meyakinkan di peng-
adilan ("beyond reasonable doubt")
bahwa memang dialah pelakunya,
misalnya terdakwanya sendiri sudah

dtara_lam surah An—Nur: '

secara gamblang mengakui perbua-»;

tannya, seluruh alat bukti. memang

menyatakan dirinyalah pﬁ:lakunya

Juga kalau koruptor. mlsa]nya,

harustah koruptor yang "kelas kakap"

yang dieksekusi mati, sedang koruptor

"kelas teri" culup di hukum penjara

sa_]a Demlkian pula penuhs setuju

bahwa': ; '

a. Anak yang mas1h berusxa d1 bawah
18 tahun; tidak boleh dl_]atuht'
“hukuman mati.

b. Wanita yang sedang hamxi yang

sudah divonis mati, tidak boleh
 dieksekusi selama kehamilan

c. Orang-orang yang tidak waras
“tidak boleh dihukum mati, tetapi

harus ditempatkan di Balai Pera-
- watan tertutup untuk waktu yang
- Sangat panjang. :

Pendapat penulis bahwa ketiga
golongan manusia di atas, tidak boleh
dihukum mati, adalah sesuai dengan
beberapa hadis Rasulullah SAW."

Bagi mereka yang pernah
mempelajari "Legal Theory" ataupun
kajian-kajian "Law and Sdé:iéty
tentunya mengetahut bahwa Max
Weber teiah menyajikan suatu tlpologt
dari tiga pendekatan umum yangtelah
digunakan baik bagi studi hukum dan
masyarakat, maupun studi texhadap
masalah-masalah HAM (Hak Asasi
Manusia), sebagaimana diketahui
bahwa "akar dari kajian HAM" dapat
ditarik ketika pemikiran universalisme




dari Era Hukum Alam fﬁ'éridbniinasi_

paradig gma hukun dizaman baheu]a

Dan Wolfgang Fr;edmann pemah'
mengemukakan bahwa konsep HAM
yang universal serta konsep awaI.
Hukum Intemasxonal merupakan'

sa]ah Satu - kontrabum dar1 Hukum
Alam dizaman baheula it Meskzpun

o kemudlan Hukum ‘Alam’ -sebagai

norma dan aturan sudah dmn gealkan
oIeh umat manu31a tetapx ma31h
tersisa asas-asas Hukum Alam vang
dtanggap masih relevan den gan dunia
modern kml di antaranya yang
banyak d]gunakan dalam Asas~asas
Hukum Internasional.

Ketiga pendekatan Max Weber

ituadalah:- S

1) Péhdékaun}dadsudutﬂnnihakunl
(atau yang kini dikenal sebagai
"pendekatan normatif"), yang "fo-
cal concermn”nya adalah indepen-
densi hukum, dan validitas huku-
mnya adalah konsmtenm mtemal
dari hukum dengan aturan- aturan
dan asas-asas yang dzmllakmya

'Penekanannya adalah hukum

dalam wujudnya sebagau kovenan~
_ kovenan dan berbagal perundang—
undangan o

2) Pendekatan sos;ologls dengan "fo-
cal concern' 'nya adalah hukum
(dan konsep-konsep hukum, ter-
masuk konsep tentang "hak",
mencakupi "HAM") dan perilaku
sosial, dan validitas hukumnya

‘adalah pengaruti hukum terhadap
"masyarakat Hukum " seba'gai_
“realitas; hitkum sebagai penlaku
~hukum sebagai tindakan, itulah

-+ peniekanan pendekatan sosmlogis
2 "Penekanan bahwa yang benar
+-adalah "Hukum danHAM untuk
~kemanfaatan manusia’ secara
keselur uhan dan bukan sebahk-

'fﬂ“ﬂﬂ _ | ™N

3) Pendekatan rrioralitas, dengan _":fq—
cal concernnya adalah dasar

“moral dari hukum (termasuk HAM
sebagai salah satu bagian ‘dari
- hukum), dengan validitas hukum-

+nyaadalah kekongistensian hukum

‘(dan HAM) dengan etika eks-

-temal atau nilai-nilai moral, -

‘Kajian-kajian "Law and Society”
antara lain mengkaji konflik-konflik
nitai dalam hukum (termasuk pene-
gakan HAM) . Konflik-konflik seperii
itu dapat dijelaskan dari interaksi
antara nilai-nilai tertentu dengan
struktur sosial di mana nilai-nilai itu
diterapkan. Menurut Satjipto Rahardjo
(2002 :66):

"Struktur sosial ini merupakan modal
yang dimiliki oleh suatu bangsa untuk
mengoperasikan berbagai institusi
dalam masyarakat. Suatu bangsa
tidak akan mungkin mengoperasikan
hukum modern tanpa menggunakan
struktur sosial yang dimilikinya.
Struktur sosial memang berubah dari




-_Waktu ke Waktu sehmgga modelyang
dim suatubangsamitukmangOpc—
'raSIkan'hakumnya juga- berubah.
Tetapi ada mt; yang sangat suht untuk
berubah yang oleh Bellah disebut
sebagal akar budaya, dan :tulah yang
: :menjadz perbedaan antara, bangsa
) yangsatu dengan bangsa iam men;ad}
'-_permanen SR

" 'Lebih lanjut Sat_}ipto Rahaidjo
(200 _66) Juga mengemukakan
bahwa Ky

st K}ta juga mehhat reﬂek51 darl
konﬂ;_k_tq;sebut_daiam permasalahan
HAM (Hak ‘Asasi-Manusia), yang
terbelah ke dalam dua kubu paham,
yaitu.universalisme lawan partiku-
larisme. Paham partikularistik berpen-
dapat, bahwa persepsi mengenai hak
asasi manusia sangat ditentukan oleh
keadaan khusus y_ar_ig ada pada Suatu
bangsa. Oleh karena itu, persepsi
tentang hak asasi manusia tidak ada
standar yang mutlak".

Slkap pemerhati HAM terhadap
"pro-kontra hukuman mati" juga
berangkat dari adanya dua kubu
paham tersebut di atas, yaitu paham
universalisme dan paham parti-
kularisme. - : s

Szkap negara negara di dunia

1mpun terbag: atas "kubu pendukung_

hukuman mati" dan "kubu yang sudah
menghapuskan matl"

- Di Amerika Serikat, yang senng
daanggap negara ¢ demokiatls terkes..
muka di duma, ternyata dalam’ hasin_ :
Jajak pendapat yang sering diiaktdmn_: :

,membuktikan bahwa mayoritas kuat
(sekitar 70%) masyarakat Amenka '
mendukung hukumanmati. 38 dan 50.
negara bagian ("s’tate“) diUSA masm- _
mempertahankan hukuman mat Lo

Menurut Dav1d Anderson
selama tahun 2001 saja, terdapat '
3.048 penjahat (jumiah resml) dari3l
negara yang berbeda, teiah diekse-’
kusi‘mati, dan diluar itu, mas;h
terdapat 3.265 terpxdana mati darl 68
negara yang belum dieksekusi mati.
Eksekusi mati yang tertinggi di dunia
adalah di Cina. Di Amerika Serikat
selama tahun 2001 ada 66 terpldana
mati yang d;eksekum :

1. Benarkah hukaman mati ber-
tentangan dengan "HAM"?

~ Apakah hukuman mati fne-
langgar HAM (Hak Asasi Manusm)‘?
Tustru penuhs berpendapat bahwa
"hukuman mati adalah sank51 pallng
berat bagi mereka yang secara serius
melanggar HAM-nya orang lam
termasuk : para koruptor, pengedar
narkoba, teroris, pelanggar HAM
Berat dan Pembunuh Keji. Dengan
cara ini, hukuman mati menmptakan
rasa hormat dan pengharg_aa__n_ ter-
hadap HAM yaitu "hak untuk hidup”,
melebihi yang dapat dilakukan oleh




hk_;_ky__m_an iain. Jadi HAM itu tidak
hmgga orang-orang jahat
dapat me akukan kejahatan-kejahatan

keji ("heinous"). Salah satu kekeilman.

berpikirdari kaum "abolisionis”, karena
fokus pcnekanan mereka hanya pada

| "HAM™ peiaku kejahatan, tetapi-
- menﬁabaika'n' ”HAM" korban ke_]an

Penulis scnantlasa mengemu-
kakan bahwa hukuman mati adalah
upaya menmgg;kan martabat ma-
nusia”, dalam hal ini harus kita
arahkan sorotan kita kepada para
korban kejahatan, Kehormatan ber-
jalan berdampingan dengan martabat
manusia. Manusia mempunyai suatu
martabat yang tidak dapat dilanggar
dan dengan demikian layak mendapat
kehormatan tertinggi. Martabat dan
kehormatan manusia, yang tidak
merupakan yang terpenting bagi
ofeing ya'hg' membunuh sesamanya,
tetapi sangat penting bagi para korban
kejahatan ‘dan keluarganya, dan
merupakan sesuatu yang harus
diutamakan jauh lebih besar ketim-
bang nyawa pelaku kejahatan berat,
khususnya dalam kaitannya dengan
hukuman mati.

Benarkah hukuman mati berten-
tangan dengan Deklarasi Universal
HAM PBB yang dideklarasikan
tahun 1948, khususnya pasal 3 yang
menyatakan "Setiap orang mempunyai
hak untuk hidup"? Saya perlutegaskan

dan ingatkan bahwa tidak satu pun dari.

negara-negara yang terlibat men}d;é_uh:_

deklarasi tersebut, yang memak-

sudkan "hukuman mati" sebagai
termasuk pelanggaran dari pasal 3.
Pada draf pertama Pasal 3. ... .

" Hukuman mati jelas tidak ter-

masuk pelanggaran terhadap "setiap

orang mempunyai hak untuk hidup";
Jadi hukuman mati adalah keke-
cualian: Apalagi draf pertama Pasal
3-nya menyatakan bahwa hak untuk
hidup itu dapat dicabut hanya tethadap
orang-orang vang telah dinyatékaﬁ
bersalah, berdasarkan ketentuan
hukum yang berlaku umum, yang
mengancamkan hukuman mati bag1
jenis kejahatan yang didakwakan dan
terbukti di pengadilan deakukann_y_a_._:

Penulis tidak pernah sependapat
dengan "kaum legalistik-normatif” dan
"kaum universalisme” dalam pema-
haman HAM, karena realitas
internasional kini membuktikan, bahwa
konsep tersebut hanya menjadi alat
negara-negara superpower dan "neo
kolonialisme" seperti Amerika Serikat
dan koalisinya untuk memperpanjang
pengaruh mereka ke negara-negara
lain yang sedang berkembang.
Konsep "legalitas” HAM melalui
berbagai deklarasi universal dan
kovenan-kovenan internasional, di
dalam realitasnya hanya ditujukan bagi
negara-negara yang sedang berkem-
bang, tetapi dilanggar terang-terangan




oleh: fﬁegara: 's';"u"p'éi*pOWér' seperti:
Amerika Serlkat dan koalisinya, yang’
terbukt; dalam invasi mereka ke Irak.-

Dari kacamata HAM yang mereka

lakukan tak lain’ adalah “kejahatan"
kemanus;aan“ Bagl penuhs HAMitu

: mempunyal "suuktur somal_” dan harus

: HAM untuk kemaslahatan manusza
dan bukan manusm untuk HAM

Kalau memang kn:a menganut_
paham "pariﬁmianstzk" tentang HAM,

maka pertanyaan seianjutnya yang

biasa muncuI ‘adalah, apakah "hu:
kuman mati” bertentangan dengan'

konsep HAM yang dianut oleh
konstﬂ:usx klta? Menurut penuhs,
jawabaxmya juga: “Tidak bertentangan
dengan konsep HAM dalam konstitusi
kita, JUD 1945 Hasil Amandemen!"
" Menurist pendapat saya, :kohs';ii—_
tusi klta UUD 1945 hasil Aman—
demen sama sekals tidak melarang
hukuman mati Memang benar acia
pasai 28 I (I) yang bunymya o

" Hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan
hati nurani, hak beragama, hak untuk
tidak diperbudak, hak untuk diakui
sebagai pribadi di hadapan hukum, dan
hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut, adalah hak
asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun".”

_ _ -butuhan
_masmg-masmg bangsa Bukankah.

¢ Tetapi pasal 281 (1) itu’ hams

dzlengkapl dengan juga memahami’
apa yang  terkandun; g dalam Pasal 28 '

J (2) yang bunymya

"Dalam menjalankan hak dan_

kebebasannya -setiap orang Wajlb

: tunduk kepada pembatasan yang

ditetapkan dengan undang—undang

'dengan maksud semata-mata untuk

men_;amm pengakuan serta penghor—
matan atas hak dan kebebasan orang

}am dan untuk memenuhi tuntutan'

yang adil sesuai dengan pemmbangan
mora! mlainm}ai agama, keamanan dan
ke_tcr_ti_ban umum da_lam_ suatu masya-
rakat yang demokratis”.

' ‘Para penentang hukuman imati
yang mengacu ke hasil amandemen
UUD 1945, keliru jika hanya menon-
jolkan salah satu ayat yaitu Pasal 28
I, tetapl menyembuny;kan ayat ]am
(Pasal 281). +

- Jika hanya membaca Pasal 28 |
(1) itu saja, maka memang terkesan
seolah-olah konstitusi kita "melarang
hukuman mati", tetapi begitu kita
membaca lengkap Pasal 28 1 (1)
maupun Pasal 28 J(2) maka dapatiah
ditarik suatu kesimpulan bahwa, Hak
untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,
hak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak
diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi di hadapan hukum, dan-hak




untuk trdak dltunmt atas dasar hukum

yang berlaku surut adalah'hak asasi

manusia yang tidak dapat dlkurangl

dalam keadaan apapun, tetap;

pelaksanaan hak tersebut harus

dibatasi bahwa pelaksanaan semua
hak tersebut harusfah :

" ¢ sesuai i:iéhg'an 'nilai agamé,_
d. sesuai dengan keamanan dan
---keten'ibanumwn 4 &

Dengan kata lain, "dikecuali-

kannya" jaminan hak yang ada dalam
Pasal 281 (1) itu dimungkinkan jika
berdasarkan undang-undang g, pertim-
ban gan moral, nilai agama, demi
keamanan dan ketertiban umum.

Salah satu contohnya adalah di
dalam Undang-undang HAM sendiri
dilakukan pengecualian bahwa
terhadap para pelaku pelanggar HAM
Berat, dapat diadili dan dihukum de-
ngan suatu pemndang-undangan yang
berlaku surut.

' Contoh lain adalah para tentara
diberi kewenangan untuk "mencabut
nyawa manusia" dalam suatu pepe-
rangan’ para pejuang kemerdekaan
kita dulu dalam perjuangan mereka
untuk merebut kemerdekaan, mem-
bunuh musuh-musuhnya. Kesemua
pengecualian itu didasarkan dengan
undang-undang yang berlaku, pertim-
bangan moral, dan nilai agama.

~“Hukum Positif kita di indone '1a'
khususnya Pasal 10 KUH. Pidana; daii
juga beberapa undang-undang | 1r_i,‘
jelasmelegalkan pelaksanaan huki::
man mati untuk kej ahatan—kqahatan
serius (”hemous”) 1ermasuk d:

da!amnya

a. ke_;ahatan korup51 .
b;:. kejahatan mengeda;kan narkoba E
c. 'ke_]ahatan teroris, o
d. _E\ejahatan genos;da dan ]\e_;ahatan
kemanusiaan, :
e. kejahatan pembmuhan beren—
_cana '

Jadi jelaslah bahwa mai\na dar;
konstitusi kita adalah memang setiap
manusia punya sejumiah HAM (Hak
Asas; Mam151a) di antaranya huku-
man mati. Tetap1 diayat lamnya d;te~
gaskan hak itu penggunaannya
mengenal pembatasan, artinya tidak
boleh dengan jalan melanggar | hukum.
Baga;mana kalaumanusia melanggar
hukum? Bukan hanya haknya untuk
tidak dlhukum mati yang dapat
dlabatkan melainkan hak-hak asasi
lamnya harus dapat diabaikan, "demi
HAM" manusia yang lebih banyak.
Yaitu asal saja penghukuman mati itu
didasarkan pada ketentuan hukum
yang sah. Penulis selalu katakan,
sebenarnya semua jenis pemidanaan
itu adalah pada hakikatnya, pakai
tanda petik "melanggar HAM", seperti
menahan orang, memenjarakan
orang, bahkan menembak orang,




1tu 1iarang dan harus pula dlanggap
meianggar HAM__ Berat wong na-
:manya perang itu bunuh~membunuh
kok. Kalau begitu, semua pejuangkita
di tahun 1945danj juga pejuang sebe—
: lumnya adalah  para pelanggar HAM
- Be;at_ __are'na membunuhi musuh-
musuhnya di medan perang'? Nah,
kaiau ada eksep51 blsa mencabut

nyawa orang lain di medan peran

apa tidak lebih pantas mencabut
nyawa seorang pelaku ke_]ahatan
kakap yang bahkan sudah melanggar

HAM parakorban kejahatannya? -

" Dan térdapaf ketidak konsistenan
belasan negara penghapus hukuman
mati bag; para penj jahat ”keias kakap"
dengan a]asan' mengharga: HAM

untuk hak hldup penjahat sekai:pun;

yang udak dapat d:ganggu gugat
dalam keadaan apapun; tetapi di dalam

kenyataannya Justru melegalkan'

abortus ', yang tidak lain adalah
pembunuhan terhadap bayi yang: tak
berdosa Mana yang lebih patut
dilmdungl hak untuk hidup penjahat
kelas kakap atau hak untuk hidup dari
seoranrr bay1 takberdosa‘? &

Di Amerika Serilkat sendm 38di
antara 50 negara bagian (state) masih
mempertahankan hukuman mati.
Selama tahun lalu, ada 66 penjahat
yang dieksekusi-mati. Di seluruh

dunia, selama tahun lalu, terdapat
3. 048 penjahat dari 31 negara yang
telah dieksekusi mati. Belum terhatung
yang; sudah dlvoms mati tetapi belum

: diekselrum Jumlahnya leblh_hamyak

lagl, e

2. Benarkah hukuman matz
menyebai}kan banyak _orang
:'"‘yang sebetulaya tidak ber-
salah, ahhurnya ikut dwksekus;
__matl" i :

Kita juga dapat menj: awab
argumentasi penolakan hukuman mati,
bahwa banyak orang yang sebenamya
tldak bersalah, kemudian dieksekusi
mati, dan setelah itu baru diketahul
bahwa bukan dia yang bersalah dan
tentunya tak dapat diralat lagi, karena
orangnya sudah mati.

Untuk menglnndan kemungkman
terse_but di atas, makanya penulis me-
nekankan, hukuman mati hanya dapat
dijatuhkan secara sangat selektif,
vaitu terdakwa yang dapat divonis
hukuman mati,hanya yang benar-
benar terbukti secara meyakinkan
bersaiah ("beyond reasonable doubt' %
kalau pembuktian meragukan, jangan
dijatuhi hukuman mati. Tetapi'_]:{alau
semua upaya optimal sudah dilakukan
agartidak terjadi kekeliruan, dan toh
masih terdapat kekeliruan meng-
hukum mati orang yang tidak bersalah,
karena kelemahan "law enforcement”,
maka jangan hukuman matinya yang




_dlhapuskan tetapl kelemahan "law
enforcement” r yalahyang diperbalkx

Hal ;tukan sama halnya _]Ika
seSeorang yang tldak berdosa
kebetulan mati selama operasi bedah,
maka tidak : seorang pun menuntut
: agar para, dokter ahli bedah itu biadab

L danharus diienyapkan Sebab kita pun

apa pentmgnya praktek
o pembedahan 1tu'demz menyelamatkan
o lebah banyak nyawa manusia, Kalau
1_at_u_san orang yang tak berdosa” mati
ketika sebuah kapal tenggelam, tidak
S'eorang pun yang akan menuntut agar
kapai-kapal dihentikan. Sebagai gan-
tinya, dilakikan i investigasi-investigasi
pihak mana yang bersalah dan ber-
tanggung jawab. Juga, terdapat ra-
tusan ribu "orang yang tak berdosa"
yang tercederai bahkan kehilangan
nyawa akibat kecelakaan lalulintas.
Bandingkan angka korban kecelakaan
lalulintas 'yang jauh lebih besar
ketimbang jumlah terpidana mati yang
ternyata kemudian tak bersalah.
Mengapa kaum "abolisionis" tidak
berdemo menuntut seluruh kendaraan
dilarang?

Iil. PENUTUP

Yang pasti, tidak benar tuduhan
kaum "abolisionis" bahwa dengan
penghukuman mati terhadap pem-
bunuh keji sekalipun, maka negara
Juga melakukan hal yang sama, yaitu
pembunuhan keji terhadap warganya.

Yang dilakukan oleh negara adalah.

Mpenghukuman untuk menegakkan

keadilan, yang dilakukan oleh pelaku
kejahatan yang tergolong "helnous
adalah kejahatan, sekalipun keduar_]ya -
memiliki kesamaan, yaitu "méné—

‘hilangkan nyawa orang lain". Hal yang

serupa dapat dibandingkan antara dua
tindakan yang sama-sama "mengambﬂ
barang orang lain secara paksa"; te-
tapi berbeda yang dilakukan seorang
perampok terhadap korbannya,
dengan denda yang dijatuhkan négara
melalui putusan pengadilan. Demikian
Juga walaupun tindakan penculikan
oleh penjahat dan tindakan pemen-
jaraan oleh negara keduanya adalah
"memindahkan secara paksa sese-
orang warga", tetapi jelas keduanya
berbeda secara esensial, yang per-
tama adalah kejahatan, dan yang
kedua adalah penerapan hukuman.

Masih dan masih panjang argu-
mentasi yang sering dikemukakan
kaum "abolisionis” dan juga masih dan
masih panjang sanggahan yang dapat
kita kemukakan kepada kaum aboli-
sionis tersebut, tetapi yang pasti, sikap
anti hukuman mati itw melawan kodrat
dan ajaran agama, dan sekadar
"mode" yang timbul tenggelam sepan-
jangabad. Dan yang lebih pasti, kalau
kita ingin memberantas "pengedaran
narkoba", maka pengoptimalan
hukuman mati terhadap para koruptor
"kelas kakap" wajib dilakukan. Tentu




- saj: a dengan pénei"qpan hukuman mati
: sekailpun kejahatan tidak pernah akan
musnah; tetapl dengan menggunakan
: akai sehat ‘saja, sedikit banyaknya
i pasﬁ ada cfek menakut-nakuti warga
Jain untuk- tldak ikut: ‘melakukan
: -::-'kejahatan yang serupa. Bukankah
_,tpepatah hukum Belanda dengan
~ san agus menoatakan - 'Seorang
e pencun kuda dlgantung bukan karena
- ia mencuri kuda itu, melainkan agar
oranglain tidak 1kut mencuri kudanya

. orang lam

better that one man shouicl_m::

;dze than that the whoIe peopie.:‘.
|1 should perish. For ifj Justlce and.
i ghteousness pensh human life"
' would no, longer have any value
'm the world" e

_'(Lebzh ba;k seseorang matlj_}__
: ket;mbarag segenap orang harus
{! musnah. Karena kalau keadz}anﬁ__"
|l dan kebenaran musnah, kehi-
: dupan manusia tidak akan lagx____

mempunyai nilai apapun d1 '5

Penuhs yakm ‘motto yang paling duma)

: pantas digunakan: untuk para peng-
edar narkoba adalah :

(the Pharisaic maxim)
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